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BUPATIKEDIzu

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkaikao pembangrman dan tesejahteraaa

masyarakat di Kabupaten Kediri diperlukan adanya sumbangan dari

pihak keriga kepada Pemerintah Kabupa'len Kediri bait trerupa ,'an*

maupun baralg i

b. bahwa berdasarkzn pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf

aperlumembentukPrta'uranDaerahtentaagPenerimaaaSrrarbangan

Pihak Ketiga kepada Pemorintah Kabupaten Kediri'

Mengingat :1. Undang+rndang Nooor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-

daerah iiabupaten dalam Lilgklr'.gan Propinsi Ja*a Timur (kmbarao

Negara Rerr"blik L:dr'aesia Te,hrrn 1950 Nomor 19, Tambahan

Lembarari Nega.ra.Iiep+'rlik lndcaesia Nomor 9) ,

Undang-unda:rg Noilor 2l 'Iahun 1999 tef,lang Pemeriotahao Daerah

(Lembaraa liegali Ret''rrhi'l Lrdonesia fahun 1999 Nrrm" - 50'

Tambahan i-r-;brian lI;:;ara Ro:"ul;!ik indonesia Nomor 38: 't

Undatg-undang hr+ni*;r 25 Tahun 1999 tenlang Perimhangan

Keuangan al.ia;a Fei:rt:-:r1e1l Pttsat dan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembarao

Negara Republik hidonesia Nomor 3848);

Peraturarr. Peraeri,-,tah }*iomor i05 Tahun 2000 tentang Pengelol ran dan

Pertanggunglawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000

Nomor 202) :

2.

-1.

4.
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5. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tenlang Teknik

Peayusunan Peraturan Perundangudaagan dan Bentuk Rancangan

Undang-undang, Rancagan Peratruan Pemerintah daa Raacangan

Keputusan Presiden ;

6. Petlrturaa Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang

Penerimaaa Sumbaogna Pihek Ketiga kepada Dacrah

Dengao p€rsetujuaq

DEWA}.I PMWAKILAN RAKYAT DAERAH KABIJPATEN KEDIRI

MEMUTUSKAN:

Mcaatapkao : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI IENTAIIG

PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KMADA

PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRT.

BAB I
KETENTUAN IJMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a- Daerah, adalah KabuPaten Kediri ;

b. pemerinah Daerah, adalah Kepala Daerah beserta prangkat Daerah

Otonom yaag lain sebagai Badan EksekutifDaerah ;

o. Kepala Daerall adalah Bupati Kedin ;

d. Dewan Perwakilan Rak"vat Daerah yang selanjutnya discbut DPRD,

adala! Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupatetr Kediri

e. Dinas P;adapatan. adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Kediri I

f. Kepala Dinas, adalah Kepala Diaas Pendapatan Kabupaten Kediri ;

g. Sekretariat Daerah, adalah Seketarial Daerah Kabupateo Kodiri ;

h. Pejabat yang ditunjuk, adalah pejabat yang ditrqiuk oloh Kepala

Daerah ;
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Sumbangaa Pihak Ketig4 adalah pemberian dari pihak ketiga kepada

Pemerinah Kabupaten Kediri sscaa ikhlas dao tidak mengikal,

pengelolaanaya oleh pihak ketiga tidak deagan Peraturaa

Perundang-undangan yaog berlaku baik berupa. rr^ng atz;u yutg

disamaken dengan ,r^ng mauptm barang-barang baik bergerak atau

tidak bergerak ;

pihak Ketiga" adalah Badan/Isnbaga8qusabaadPcrorangan da:t

pihak-piha& lain yang memb€rikatr sumbangao kepada Pemerinuh

Kabupaten Kediri ;

Kas Daera[ adalah IGs Daerah Kabupatoo Kediri.

j

BAB U

KETENTUAN SLMBANGAN

Pxal 2

(1) Pemerintah Daerah dapar menerima sumbangan dari Pihak Ketiga ;

(2) Snmbangan sebagaimana dimaksud paAa ayat (l) dapat berupa

peoberian hadiah, donasi, wakaf, hibah d.n lain-lain sumbangan

serupa dengaa itu yang diberikan oleh pihak ketiga ;

(3) Pemberian Srimbangan sebagaimana dima&sud pada ayat (l) tida&

kewajibaa-kewajiban pih-ak keriga kepada Pemerintah dan

Pemeriatah Daerah.

Pasal 3

Sumbengaa pihak ketiga sebagaimaaa dimaksud dalam pasal 2 harus

memperoleh persetujran rerlebih dahulu dari Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah.

BAB M
TATA CARA PENERIMAAN DAN PEMBERIAN SI'MBANGAN

Pasal 4

(1) Pihak Ketiga dalam memberikan sumbangan kepada Pemerinlah

Daerah dinyatakan dalam bentrlk surat pemyataan yang antara lain

memuat :

a. ldeDtiias Pihak Ketiga ;

b. Besar sumba:rgan yang diberikan ;



4

s, Sifat sumbangan I

d. Ketetangan lain-lain yang tidak bertentaagan dengan Peraturan

Perundang-undangaa yang berlaku.

(2) Surat Pemyataan sebagaimana dimalcsld pnda ayat (1) setelah diisi darr

ditaadatangani oleh pihak ketiga disampaikan kepada Kepala Daeri$

melalui Kepala Dinas.

Pasal 5

(1) Sumbaogao yang diterima oleh Pemerintah Daerah disetor langsung

kepada Bendaharawan Khusus Penerima dengao blangko bukti sctor

yaog dibuaf oleh Kepala Dinaq ;

(2) Selambat-lambatnya satu kali dua puluh cmpat jam te.lhitwg sejat

'^ngg3l penerimaa4 Bendaharawan Khusus Penerima hafls

menyetorkan ke Kas Daerah.

BAB TV

IGTENTUANPENGELOLAAN

Pasal 6

Sumbangan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 han:s

dipergt'n:kan rmtuk kepeutingan Daerah khususnya untuk pembangunan

Daerah.

Pasal 7

(1) Sumbangan pihak ketiga yang berupa uang atau yang disamakan

deagan uang harus dicaatumkan di dalam Anggarao Pendapatan dan

Belaaja Daerah Kabupaten Kediri ;

(2) Sumbangan pihat ketiga yeng berupa tarang-baraag bergerak maupun

tidak bergerak menjadi kekayaan daeral dan pengelolaaanya

diserabkaa kepada pihakjihak atau instami-instaasi yang terkait

sesuai dengan Peraturaa Perundang-undangan yaag berlaku.



BAB V

KETENTUAN I-A.IN.LAIN DAN PENUTT]P

Pasal 8
I{al-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepaqiary

oeageaai pela&sanaannya akan diahr lebih lanjut oleh Kepala Daerab.

Pasal 9
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada 

.-"sgal 
diundangkan.

Agar setiap ofturg dapat mengetahuiar'4 memorintabkan
pengrmdangaa Peraturaa Da€(ah iri deagan penempatanaya dalam
Lembaran Daemh Kabupaten Kediri

Disahkan di Kediri
padatanggal 2 Jutri 2001

BI]PATIKEDru

TTD

K. H. STITRISNO

Dftmdagkaadi Kediri
padatanggal 2Juni200l

SEKRETARIS DAERAH

TTD

K. H. MAMSANTOSA

LEMBARAN DAERAH KABTJPATEN KEDIRI
TAHUN 2OO1 NOMOR llID SERI D

Disalin sesuai dengan aslinya
Yang Mengambil Salinan

ATI KEDIRI

UtamaMuda
N I P. 510 453 349



PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI

NOMOR 12 TAHUN 2OOI

TENTANG

PENERIMAAN SUMBANGAN PIFIAK KETIGA KEPADA

PEMERINTAH KABL]PATEN KEDIRI

I. PENJELASANUMUM-

Bahwa dalam rangka memantapkan penyelenggaraan Otonomi Daerah yang

luas, nyata dan bertanggung jawab diperlukan dana dari berbagai sektor, yang

salah satuaya adalah sumbaagaa dari Pihak Ketiga.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1928 tent:ng

Pererimaan Sumbangan Piha& Ketiga kepada Daerab maka perlu mengatur ketentuan-

ketentuan tentang penerimaan sumbangaa pihak ketiga kepada pemerinlah Kabupaten

Kediri dalam suatu Peraturan Daerah.

tr. PENJELASAN PASAI DEMI PASAL.

Pasal 1 sampai dengan pasal 9: Cukup jelas.

____:__ Dok HK __--________-_-


